Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah, yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan  pemerintahan dan  kepentingan
masyarakat desa, berkewajiban memberikan dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Desa

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4

ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Minimal Desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

hurufa dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Desa Cibiru Wetan Tentang Standar Pelaynana
Minimal Desa.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); i

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaah Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah terakhir kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2017 tentang Standar Pelayanan Desa (Berita
Desa Tahun 2017 Nomor 156);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
93 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun
2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan
Minimal Daerah;

10. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 1 Tahun
2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2017

Nomor 1);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman
acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa Cibiru Wetan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta
meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan
yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Menetapkan Standar Pelayanan di Desa Cibiru

Wetan antara lain meliputi :

a. penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;

b. penyediaan data dan informasi kependudukan
dan pertanahan;

c. pemberian surat keterangan, pengantar dan
rekomendasi;

d. penyederhanaan pelayanan;

e. pelayanan kegawat daruratan; dan

f. pengaduan masyarakat.

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekelirnan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.




